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ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Agrarian Reform Task Force
(GTRA) in strengthening asset legalization schemes for overwater settlements in
Kampung Bulang, Tanjungpinang City, as well as to identify the challenges faced
and solutions implemented during the program. The research used a descriptive
qualitative method with data collected through in-depth interviews, participatory
observation, and document analysis, then analyzed using thematic data analysis
techniques. The findings show that GTRA plays a significant role in the pre-
implementation, implementation, and post-implementation stages, with main
activities including forming the implementation team, community socialization,
subject and land parcel verification, land measurement, facilitating PKKPRL

permits, and issuing Building Use Rights certificates.

However, the study also found several challenges faced by GTRA, such as
the low level of public understanding of the benefits of land certificates, suboptimal
cross-sectoral coordination, limited budget and technical human resources, and
field technical constraints such as difficult-to-access measurement locations. To
overcome these challenges, GTRA implemented solutions such as community-
based socialization, strengthening inter-agency coordination, and scheduling
measurements based on tidal conditions. This study concludes that GTRA plays a
strategic role in supporting legal certainty for coastal community assets and

improving their economic welfare.

Keywords: Agrarian Reform Task Force, Asset Legalization, Overwater

Settlement, Kampung Bulang, Agrarian Reform
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebagai Ibu Kota Provinsi yang 96% wilayahnya berupa perairan,

permukiman di atas air merupakan isu yang sangat melekat di Kota
Tanjungpinang, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan
pesisir dan perairan. Permukiman ini sering kali belum memiliki legalitas
yang jelas, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi
bagi penduduknya. Dalam hal ini, reforma agraria diharapkan dapat
memberikan solusi melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah yang lebih
adil (Alvian dkk., 2022).

Isu legalisasi aset permukiman di atas air berkaitan erat dengan
ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah kepulauan.
Banyak penduduk yang tinggal di kawasan tersebut merasa terpinggirkan
dan tidak memiliki hak atas tanah yang mereka huni. Hal ini berpotensi
menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan yang lebih luas, terutama
ketika pemerintah berupaya untuk melakukan penertiban (Ananda Resti
dkk., 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa reforma agraria
yang efektif dapat mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pelaksanaannya sering kali
terhambat oleh berbagai kendala, termasuk birokrasi dan kurangnya
dukungan dari masyarakat (Martini dkk., 2019).

Dalam hal legalisasi aset permukiman di Kampung Bulang, peran
Gugus Tugas Reforma Agraria menjadi sangat penting. GTRA diharapkan
dapat berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam
proses legalisasi aset permukiman. Penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa keberadaan tim ini dapat membantu menyelesaikan sengketa tanah
dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap hak atas
tanah mereka (Dewi Gafuraningtyas, 2024). Namun, tantangan yang

dihadapi GTRA dalam pelaksanaan tugasnya sering kali berkaitan dengan



kurangnya sumber daya dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk
masyarakat itu sendiri (Fadriani, 2023).

Kampung Bulang, sebagai salah satu kawasan permukiman di atas
air, menjadi contoh konkret dari tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan reforma agraria. Masyarakat di kampung ini sering kali
terjebak dalam siklus ketimpangan sosial akibat ketidakpastian status tanah
mereka. Keberadaan permukiman ini tidak hanya mencerminkan adaptasi
budaya terhadap lingkungan maritim, tetapi juga menimbulkan tantangan
kompleks terkait legalisasi aset dan kepemilikan lahan. Seiring dengan
perkembangan kota, tekanan terhadap permukiman di atas air semakin
meningkat, terutama terkait dengan regulasi pemerintah dan tuntutan
modernisasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga yang
telah puluhan tahun mendiami wilayah tersebut. Fenomena ini menjadi latar
belakang penting untuk memahami bagaimana skema legalisasi aset dapat
memperkuat keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di
Kampung Bulang.

Secara sosial masyarakat Kampung Bulang menghadapi dilema
antara mempertahankan tradisi dan menghadapi tuntutan pembangunan.
Permukiman di atas air sering kali dianggap ilegal atau tidak sesuai dengan
peraturan tata ruang, sehingga warga rentan terhadap ancaman
penggusuran. Padahal, permukiman ini telah menjadi sumber penghidupan
bagi banyak keluarga, baik sebagai nelayan, pedagang, maupun pelaku
usaha kecil. Ketidakjelasan status hukum aset mereka menciptakan
kerentanan ekonomi dan sosial, terutama dalam menghadapi perubahan
kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat skema
legalisasi aset menjadi penting untuk melindungi hak-hak warga sekaligus
memastikan pembangunan yang inklusif.

Beberapa studi sebelumnya telah mengidentifikasi kesenjangan
dalam pelaksanaan reforma agraria, terutama dalam hal partisipasi
masyarakat dan transparansi proses (Salwa Nurfaiziya, 2021). Penelitian ini

akan membahas bagaimana GTRA dapat meningkatkan partisipasi



masyarakat dalam proses legalisasi aset, serta bagaimana hal ini dapat
berdampak pada kesejahteraan mereka. Penelitian ini tidak hanya akan
memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga praktis bagi pengembangan
kebijakan reforma agraria di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan untuk membahas
kegiatan sertifikasi di wilayah permukiman di atas air Kampung Bulang
Kota Tanjungpinang dimana hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada
pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat, khususnya
dalam hal pengelolaan aset tanah dan permukiman yang lebih berkeadilan.
Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan metode
wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang relevan (Nurdin,
2017). Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih
komprehensif mengenai peran GTRA dan dampaknya terhadap masyarakat
di Kampung Bulang. Penelitian ini juga akan membahas implikasi dari hasil

temuan terhadap kebijakan reforma agraria di Indonesia secara lebih luas.

. Rumusan Masalah

Salah satu faktor kunci keberhasilan reforma agraria adalah komitmen
dari pemimpin yang dapat mengintegrasikan kebijakan lintas sektor melalui
pembentukan lembaga pelaksana di pusat dan daerah (Husein Renngur,
2023). Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terdiri dari berbagai sektor,
kementerian, akademisi, dan masyarakat, yang berperan penting dalam
mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kota Tanjungpinang. Penelitian
ini dibagi menjadi dua pertanyaan utama untuk menjelaskan peran GTRA

sebagai inti kajian.

1. Bagaimana peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam pra, proses dan
pasca kegiatan legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung

Bulang, Kota Tanjungpinang?



2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria
dalam proses legalisasi aset permukiman di Kampung Bulang, dan

bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman

yang mendalam mengenai peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam

penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung

Bulang, Kota Tanjungpinang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk

menganalisis peran GTRA dalam penguatan skema legalisasi aset

permukiman di atas air, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi di

lapangan, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya reforma

agraria dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat.
Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penguatan
skema legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota
Tanjungpinang. Dimaksudkan untuk memahami langkah-langkah yang
diambil oleh Gugus Tugas Reforma Agraria dalam pra, proses dan
pasca legalisasi aset dan bagaimana peranannya dalam memberikan
solusi terhadap masalah permukiman yang berada di atas air.

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses legalisasi aset
permukiman di atas air di Kampung Bulang, serta solusi yang
diterapkan oleh Tim Gugus Tugas Reforma  Agraria.
Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat lebih dalam peran GTRA
Kota Tanjungpinang telah selaras dengan Peraturan Presiden Nomor.
62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Gugus

Tugas Reforma Agraria berperan dalam penguatan legalisasi aset

permukiman serta dampaknya bagi masyarakat di Kampung Bulang.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun

praktis yang signifikan, bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah
permukiman di atas air.
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengembangan teori reforma agraria, khususnya dalam konteks
permukiman di atas air. Sebagian besar teori reforma agraria lebih fokus
pada redistribusi tanah atau pengelolaan lahan yang terletak di daratan,
sehingga penerapannya di kawasan permukiman yang berada di atas air
belum banyak dibahas. Dengan menganalisis peran Gugus Tugas
Reforma Agraria dalam legalisasi aset permukiman di Kampung
Bulang, penelitian ini berpotensi memperluas pemahaman tentang
bagaimana prinsip-prinsip reforma agraria dapat diterapkan dalam
skenario yang lebih kompleks dan tidak konvensional, seperti
permukiman berbasis air. Hasil penelitian ini dapat memperkaya
literatur terkait teori legalisasi aset dan hak atas tanah di kawasan yang
mengalami tantangan geografis tertentu, serta membuka ruang bagi
penelitian lanjutan yang mendalami penerapan reforma agraria di
wilayah dengan kondisi serupa.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam
pengembangan teori tentang hubungan antara kebijakan pemerintah dan
penerapannya di masyarakat. Melalui kajian ini, dapat dilihat lebih jelas
bagaimana peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam mendukung
proses legalisasi aset, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam
implementasinya. Penelitian ini berpotensi memperkaya teori-teori
mengenai efektivitas kebijakan dalam mengatasi masalah permukiman
dan hak atas tanah di wilayah marginal, seperti permukiman di atas air.
Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan-kawasan



yang tidak memiliki akses penuh terhadap kebijakan tanah

konvensional.

. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki dampak langsung terhadap
pengembangan kebijakan legalisasi aset permukiman di atas air.
Temuan yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan
Gugus Tugas Reforma Agraria untuk merumuskan kebijakan yang lebih
efektif dan tepat sasaran dalam legalisasi aset di kawasan-kawasan
serupa. Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat dalam mendapatkan legalitas tanah mereka, penelitian ini
dapat memberikan rekomendasi yang praktis untuk memperbaiki
prosedur dan mengurangi birokrasi yang menghambat proses tersebut
(Aryan Firdaus, 2023). Hal ini akan memberikan kemudahan bagi
masyarakat di Kampung Bulang serta daerah lain yang memiliki
masalah serupa untuk memperoleh hak hukum atas permukiman
mereka.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat permukiman atas air melalui pemberian
jaminan legalitas atas aset mereka. Legalitas ini akan memberikan rasa
aman bagi warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial, serta
membuka akses kepada mereka untuk memperoleh berbagai layanan
publik dan fasilitas keuangan yang membutuhkan bukti kepemilikan
yang sah (2 Sugiyono, 2018, p. 2188; Tarfi & Amri, 2021). Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat
Kampung Bulang, tetapi juga dapat menjadi contoh model kebijakan
yang bisa diterapkan di daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan

serupa dalam legalisasi aset permukiman atas air.



BAB VII
PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran GTRA dalam proses
legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang,
serta mengkaji kendala dan solusi yang diterapkan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dan saran dapat

disarikan sebagai berikut:

A. Kesimpulan
1. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memiliki peran yang strategis dan

multidimensional dalam pelaksanaan legalisasi aset permukiman di atas air
di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang. Pada tahap pra-kegiatan, GTRA
berperan dalam pembentukan kelembagaan pelaksana, penyusunan rencana
kerja, serta pelaksanaan sosialisasi yang bertujuan membangun pemahaman
dan partisipasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi permukiman di
atas air. Pada tahap pelaksanaan, GTRA melaksanakan verifikasi subjek dan
objek reforma agraria, memfasilitasi pengukuran bidang di atas air dengan
dukungan teknologi pemetaan terkini seperti drone dan GIS untuk
meningkatkan akurasi data spasial, serta mengoordinasikan proses
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) sebagai

prasyarat penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan di atas air.

Sedangkan pada tahap pasca-kegiatan, GTRA berperan dalam penyerahan
sertipikat kepada masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum, pemantauan
keberlanjutan pemanfaatan bersertipikat, serta penataan akses dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir guna mendukung tujuan
reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Peran strategis GTRA
ini menunjukkan bahwa legalisasi aset permukiman di atas air bukan hanya
dimaknai sebagai kegiatan administrasi pertanahan semata, melainkan
sebagai upaya integratif untuk mewujudkan keadilan agraria dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara inklusif dan

kontekstual.
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2. Dalam pelaksanaan kegiatan legalisasi aset permukiman di atas air di
Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang, ditemukan berbagai kendala yang
menghambat efektivitas program. Kendala tersebut mencakup aspek sosio-
kultural, teknis, dan kelembagaan, antara lain rendahnya tingkat
pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap urgensi sertifikasi
permukiman di atas air, terbatasnya koordinasi lintas sektor yang
berimplikasi pada keterlambatan proses administrasi, serta keterbatasan
anggaran daerah dan sumber daya manusia teknis yang mempengaruhi
capaian target program. Selain itu, terdapat kendala teknis lapangan seperti
sulitnya akses lokasi pengukuran pada rumah pelantar, ketiadaan tanda
batas yang jelas, serta kondisi cuaca dan pasang surut yang berfluktuasi
sehingga menyulitkan pelaksanaan pengukuran bidang di atas air secara

optimal.

Untuk menjawab kendala tersebut, GTRA menerapkan berbagai strategi
adaptif, meliputi pelaksanaan sosialisasi berbasis komunitas dengan
melibatkan tokoh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran hukum
agraria, penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum GTRA dan rapat
berkala, serta optimalisasi teknologi pemetaan drone dan GIS yang
meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu pengukuran. Selain itu,
penyusunan jadwal pengukuran yang mempertimbangkan kondisi pasang
surut laut juga dilakukan untuk memitigasi risiko teknis di lapangan.
Dengan penerapan strategi tersebut, pelaksanaan legalisasi aset di Kampung
Bulang dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan
kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat pesisir secara

berkelanjutan.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat

diberikan adalah:

1.

Kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Tanjungpinang:

Perlu meningkatkan intensitas dan inovasi sosialisasi kepada masyarakat
pesisir dengan pendekatan kultural dan waktu yang fleksibel sesuai aktivitas
nelayan, serta terus mengoptimalkan pemetaan partisipatif dengan teknologi

digital agar data yang dihasilkan lebih akurat dan valid.
Kepada Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang:

Perlu terus mengembangkan kapasitas SDM teknis dan menambah jumlah
tenaga pendukung lapangan untuk mempercepat proses pemetaan, validasi

data, dan penerbitan sertifikat di kawasan pesisir.
Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan:

Diharapkan untuk mempercepat proses penerbitan PKKPRL (Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) sebagai dasar legalitas

ruang laut dalam mendukung proses sertifikasi permukiman di atas air.
Kepada Masyarakat Kampung Bulang:

Diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan program
legalisasi aset, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta menjaga status

lahan yang telah disertifikasi agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
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